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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PUU-XX/2022 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG 

PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 

31 JANUARI 2023 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 15.31 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua 

Barat (selanjutnya disebut UU 14/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 

dalam Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 

Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual 

oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 

lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 14/2013 diajukan oleh Hermus Indou, S.IP., 

M.H., Yustus Dowansiba, Norman Tambunan, S.E., Bons Sanz Rumbruren, S.Sos 

yang memberikan kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., dkk., yang 

tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Jimmy Ell, S.H., M.H. & 

Rekan”, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU 14/2013 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 yang berketentuan 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 

(1) “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan 
sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: 
a. Distrik Fef; 
b. Distrik Miyah; 
c. Distrik Yembun; 
d. Distrik Kwoor; 
e. Distrik Sausapor; 
f. Distrik Abun; 
g. Distrik Amberbaken; 
h. Distrik Kebar; 
i. Distrik Senopi; 
j. Distrik Mubrani; dan 
k. Distrik Moraid.” 

 

Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 

(1) “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; 
b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik 

Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega 
Kabupaten Pegunungan Arfak; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, 
Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten 
Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk 
Bintuni; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan 
Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU 14/2013 

berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin 

dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) 

UUD NRI Tahun 1945. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian materiil UU 14/2013 dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
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[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 

permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada intinya 

permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 

ayat (1) UU 14/2013 yakni mengenai cakupan dan batas wilayah Kabupaten 

Tambrauw setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 

yang menurut Pemohon bertentangan secara bersyarat sebagaimana yang 

dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon dengan alasan-alasan 

sebagaimana terurai pada Paragraf [3.7]. Ihwal permasalahan konstitusionalitas 

tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

Bahwa berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Tambrauw berdasarkan 

UU 56/2008, Kabupaten Tambrauw merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Sorong yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik 

Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun dengan batas-

batasnya seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo. Tujuan 

pemekaran Kabupaten Sorong untuk memperpendek rentang kendali 

pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru yakni Kabupaten 

Tambrauw merupakan wujud aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Nomor 

03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Persetujuan 

Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk 

Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Surat Bupati 

Sorong Nomor 146.1/235 tanggal 14 Mei 2007 perihal Pengusulan Pemekaran 

Kabupaten Tambrauw, Surat Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 

130/54/2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Penyampaian Keputusan DPRD 

Kabupaten Sorong tentang Pemekaran Kabupaten Tambrauw, Rekomendasi 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Daerah Papua Barat Nomor 

160/101/DPRD/PB/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Persetujuan 

Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Keputusan Pimpinan DPR Provinsi Daerah 

Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang 

Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai Daerah Pemekaran, 

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 

tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai 

Daerah Pemekaran, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 

tanggal 8 Juni 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat 

Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB/2007 tanggal 5 September 2007 

perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor 

135/189/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Penegasan Ibukota Calon 

Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor X/135/01 tanggal 31 Maret 

2008 perihal Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Tambrauw, Surat 

Gubernur Papua Barat Nomor 125/294/GPB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal 

Peninjauan kembali Penetapan Ibukota Pemekaran Kabupaten Tambrauw, dan 

Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 
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perihal Pemekaran Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maibrat [vide 

Penjelasan Umum UU 56/2008].  

Bahwa selanjutnya terhadap UU 56/2008 khususnya pengaturan mengenai 

cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 127/PUU-VII/2009 wilayah Kabupaten Tambrauw dilakukan perubahan 

dengan memasukkan 5 (lima) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, 

Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, 

dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong, menjadi cakupan wilayah Kabupaten 

Tambrauw. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-

VII/2009 sekaligus untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan 

meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw, disahkan 

UU 14/2013. Sebagai perubahan atas UU 56/2008, dalam Pasal 3 ayat (1) UU 

14/2013 menyatakan cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari atas 11 

(sebelas) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, 

Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik 

Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berkenaan dengan dengan batas 

wilayah Kabupaten Tambrauw dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013. 

 

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan batas wilayah Kabupaten Tambrauw 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 

dimaksud, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-

XI/2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:  

[3.13] Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416] menyatakan, 
“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong 
dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan 
wilayah: a. Distrik Fef b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; 
e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; 
i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid”. Adapun batas-
batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut, berhubung 
dimasukkannya lima distrik baru yang sebelumnya tidak termasuk cakupan 
wilayah Kabupaten Tambrauw, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2013 juga ikut berubah;  
[3.14] Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam 
permohonan a quo adalah supaya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, 
Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten 
Manokwari dikeluarkan lagi dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, 
dan dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat;  
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[3.15] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; Pasal 18 ayat 
(1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian 
Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Menurut 
Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan 
wilayah atau tidaknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu 
sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah 
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010;  
 
[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dari ketentuan pasal-pasal 
UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang 
menggunakan frasa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas ...”, 
bukan menggunakan frasa, “terdiri atas” menegaskan bahwa wilayah atau 
distrik-distrik yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak 
termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana yang tertera 
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat tetap 
merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah termasuk 
wilayah Kabupaten Tambrauw atau wilayah kabupaten lainnya. 
Pengutamaan serta pengedepanan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai pemilik wilayah dapat dipahami dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) 
UUD 1945 yang telah dikutip di atas;  
 

Bahwa masih berkenaan dengan norma yang sama dalam UU 14/2013 a quo, 

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 pun 

telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:  

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para 
Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  
[3.11.1] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), 
menyatakan, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah 
Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri 
atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. 
Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun;” dengan batas-batas 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut. Kemudian 
Maurits Major, dan kawankawan mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas atas kedua pasal tersebut dengan permohonan yang 
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diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 127/PUU-VII/2009 yang 
diputuskan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2010; Dalam amar Putusan 
Mahkamah tersebut, yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 
sebagian, antara lain, “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di 49 Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) 
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Disktrik 
Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-
masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten 
Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan 
wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi, Distrik Fef, Distrik 
Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, 
Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan 
Distrik Moraid; Menyatakan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 56 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini”;  
[3.11.2] Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah 
tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5416), yang antara lain, dapat dibaca 
dalam konsiderans (menimbang) huruf a yang menyatakan, “bahwa untuk 
melaksanakan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, 
tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap 
UndangUndang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 
Tambrauw di Provinsi Papua Barat”;  
[3.11.3] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), menyatakan, 
“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong 
dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan 
wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; 
50 e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik 
Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid.” Adapun 
batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat 
(1) UU 56/2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik yang 
sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw di 
dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 tersebut juga ikut berubah;  
[3.11.4] Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah 
supaya Distrik Moraid, yang semula dalam wilayah Kabupaten Sorong, 
kemudian atas permohonan Maurits Major dan kawan-kawan yang 
dikabulkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 
tersebut, sehingga Distrik Moraid dimasukkan dalam cakupan wilayah 
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Kabupaten Tambrauw. Sekarang atas permohonan para Pemohon (bukan 
Maurits Major dan kawan-kawan) memohon agar Distrik Moraid tersebut 
dikembalikan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua 
Barat;  
[3.11.5] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 
(1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian 
Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Menurut 
Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan 
wilayah atau tidak masuknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota 
tertentu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif 
dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah 
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut;  
[3.11.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan 
pasalpasal UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang 
menggunakan frasa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas...”, 
bukan menggunakan frasa, “terdiri atas”, menegaskan bahwa wilayah atau 
Distrik Moraid yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan 
tidak termasuk wilayah Kabupaten Tambrauw, sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU 14/2003 dan dikembalikan atau 
dimasukkan kembali sebagai cakupan wilayah Kabupaten Sorong, tetaplah 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah dimasukkan ke 
wilayah Kabupaten Tambrauw atau wilayah Kabupaten Sorong, atau 
wilayah kabupaten lainnya.  
 

Bahwa selain putusan yang berkenaan dengan batas Kabupaten Tambrauw 

tersebut, berkenaan dengan batas wilayah administrasi, Mahkamah telah 

beberapa kali menyatakan pendiriannya ihwal batas wilayah. Di antara putusan 

Mahkamah yang terbaru, yaitu sebagaimana termaktub dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang 

pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019, pada Sub-paragraf 

[3.11.1] pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikut: 

[3.11.1] Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 
18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh 
wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 
Februari 2013, dengan amar “Menyatakan menolak permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya”, yang dalam pertimbangan Mahkamah pada 
Paragraf [3.13.1] menyatakan antara lain: 
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[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah 
Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 
18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang”. Adapun maksud kata “dibagi” dalam pasal tersebut 
adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu 
mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah 
wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu 
kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota 
untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil 
kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau 
“terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi 
hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya 
mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota 
adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;  
Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan 
sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah 
termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya…”;  

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi 
menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk 
membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas 
daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, 
selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan 
desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan 
daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud 
berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan 
Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan 
penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI 
merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.  

 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas, 

telah jelas permasalahan Pemohon a quo dikaitkan dengan cakupan wilayah dan 

batas wilayah administrasi menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang 

untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk batas-batas daerahnya. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan a quo mengenai Pasal 3 ayat 

(1) UU 14/2013 dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik 
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Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan 

wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten 

Manokwari serta penyesuaian batas-batasnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 

sebagaimana tercantum dalam petitum Pemohon Mahkamah tetap pada 

pendirian sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, terutama 

dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-

XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014.  

 

[3.14] Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar 

untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain disebabkan 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 didasarkan pada 

tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa, sebagaimana didalilkan 

Pemohon dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 

127/PUU-VII/2009. Dugaan manipulasi yang didalilkan Pemohon, menurut 

Mahkamah, semua alat bukti maupun keterangan saksi telah diperiksa dan 

diadili dalam sidang pleno yang dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Sementara itu, berkaitan 

dengan kondisi faktual yang didalilkan Pemohon, seperti pemerintahan daerah 

Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan 

penyerahan personil, aset-aset dan dokumen terkait Distrik Amberbaken, Distrik 

Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tambrauw, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk 

membatalkan atau mengoreksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-

VII/2009. Terhadap hal tersebut perlu bagi Mahkamah untuk menegaskan: 

berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 

final dan mengikat. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan 

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau Mahkamah 

mengubah pendirian khusus dalam perkara a quo karena alasan-alasan 

sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian sama saja dengan Mahkamah 

menciptakan ketidakpastian hukum;  

 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah 

diuraikan di atas, dalil Pemohon perihal cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw 

tidak termasuk Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik 

Mubrani serta penyesuaian batas-batas wilayahnya sebagaimana termaktub 

dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 telah ternyata 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah tidak menghormati hak 

masyarakat tradisional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan 

menurut hukum untuk seluruhnya.  
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[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih 

lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak 

permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian materiil UU 

14/2013 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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